ABSTRAK

Lisminah, 16260025, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TINDAK PIDANA PENGURANGAN TAKARAN 
ISI TABUNG LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)  UKURAN 12 (DUABELAS) KILOGRAM; (Studi Kasus Perkara Nomor 1272/Pid. B/2010/PN. Jkt. Tmr.)

Perlindungan konsumen, menurut pembentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pada dasarnya  ditujukan  untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, menurut Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah bertanggungjawab dalam perlindunmgan konsumen dilakukan melalui dua strategi dasar, yaitu di satu sisi melalui upaya memberdayakan konsumen, yang akan ditempuh dengan  cara  meningkatkan  pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen, untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan disisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh serta mendorong tumbuhnya sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam Tesis dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  Kejahatan Tentang Perlindungan Konsumen; (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 1272/Pid. B/2010/PN. Jkt. Tmr). Dalam kegiatan penelitian ini ditempuh melalui pendekatan  Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang utama, karena tinjauan serta analisis yang digunakan terhadap permasalahan hukum yang diteliti berpangkal pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkah hasil penelitian maka maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibebankan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemberian perlindungan konsumen karena  tanggungjawab pemerintah dalam Perlindungan Konsumen secara Konstitusi dinyatakan Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanggungjawaban Pidana kejahatan pengurangan takaran isi tabung LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 12 kg terdakwa Endik Siswanto Alias Deden Alias Askut terbukti bersalah dan bertanggungjawab secara pidana yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan tentang pengurangan takaran isi tabung gas elpiji ukuran 12 kg, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) hurf b dan huruf c UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsemun Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
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